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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia sekaligus pengguna jasa
layanan transportasi online yang telah kehilangan kesempatannya untuk memperoleh
keadilan dan perlakuan yang seimbang untuk menentukan forum penyelesaian sengketa
terkait dengan penggunaan layanan transportasi online karena penetapan klausula baku
terhadap forum penyelesaian sengketa yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku
usaha.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas horma Undang-Undang, in casu Pasal 18 ayat
(1) UU 8/1999 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat,
Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon telah
dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni
Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut
bersifat spesifik dan aktual karena pasal a quo tidak memberikan larangan kepada pelaku
usaha apabila dalam klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha menetapkan dan/atau
mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan
kesepakatan konsumen. Hal demikian menyebabkan Pemohon sebagai konsumen tidak
dapat memilih yurisdiksi hukum sesuai dengan keinginan Pemohon karena telah ditentukan
secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon
sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Sehingga tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah
menilai, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian
konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu,



menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana
dalam Pasal 54 UU MK.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa dalam rezim hukum
tentang perikatan, segala bentuk perjanjian harus tunduk pada asas-asas umum perjanjian
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti
asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas
kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Berdasarkan asas konsesualisme, maka perjanjian telah sah dan memiliki akibat hukum
sejak konsesus tercapai antara para pihak mengenai hal pokok (esensialia) dalam
perjanjian. Sedangkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka sejatinya setiap
orang boleh membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang tidak dilarang
atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum), kesusilaan atau ketertiban umum
sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam perjanjian yang didasarkan pada asas
kebebasan berkontrak, para pihak akan merumuskan ketentuan mengenai hak dan
kewajiban mereka secara timbal balik. Oleh karenanya, selama masing-masing pihak
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian maka tidak akan
menjadi masalah. Masalah baru akan timbul, manakala salah satu pihak gagal menjalankan
kewajibannya, dan pihak lain merasa telah dirugikan. Pihak yang merasa telah dirugikan
tersebut dapat mengajukan gugatan sesuai dengan forum penyelesaian sengketa yang telah
disepakati dalam perjanjian, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Lebih lanjut Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa dalam perjanjian baku,
konsumen memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
serta kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian. Pada saat
konsumen telah menyepakati untuk masuk dalam sebuah perjanjian baku, maka konsumen
dianggap secara sukarela telah menyepakati keseluruhan isi perjanjian baku tersebut.
Kesukarelaan sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak, secara doktriner dipahami,
perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan
kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen) sehingga menambah rasa percaya para pihak
untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Dalam hal ini, jika konsumen menerima
dokumen perjanjian, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian. Dengan demikian,
pilihan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam sebuah perjanjian
baku merupakan bagian dari kebebasan pelaku usaha dalam membuat perjanjian,
sedangkan konsumen memiliki kebebasan untuk masuk atau tidak dalam perjanjian baku
tersebut. Dalam hal konsumen telah menyepakati masuk dalam sebuah perjanjian baku
yang menentukan forum penyelesaian sengketa (pilihan domisili), maka kesepakatan
tersebut mengikat kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya. Akan tetapi,
berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, kesepakatan pilihan domisili tersebut tidak
bersifat absolut, melainkan bersifat relatif. Pihak konsumen sebagai penggugat jika
menghendaki, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (forum penyelesaian
sengketa) yang telah disepakati [vide Pasal 118 ayat (4) Herziene Inlandsche Reglement
(HIR)/Pasal 142 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)], atau penggugat juga
dapat mengajukan gugatan berdasarkan asas actor sequitor forum rei, yakni diajukan ke
pengadilan di tempat mana tergugat bertempat tinggal [vide Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal
142 ayat (1) RBg]. Dengan demikian, penggugat bebas memilih kompetensi relatif
berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal tergugat.

Selanjutnya Mahkamah juga menilai bahwa permasalahan yang diajukan oleh
Pemohon lebih merupakan permasalahan implementasi norma yang dialami oleh Pemohon
dalam hubungan Pemohon sebagai konsumen layanan jasa transportasi online yang terikat
pada perjanjian baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (Grab Indonesia). Apabila
dikaitkan dalam konteks hukum perlindungan konsumen, menurut Mahkamah, sebagaimana
telah dikenal sebagai doktrin let the buyer beware, yang berarti dalam suatu hubungan jual
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beli, konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang
dilakukan. Dalam konteks choice of law dan choice of forum, konsumen dapat memilih
apakah tunduk pada forum penyelesaian dalam perjanjian baku atau mengajukan gugatan di
pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Penyelesaian sengketa
konsumen di antara pihak berdasarkan perjanjian biasa maupun perjanjian baku
diperbolehkan melakukan pilihan forum secara sukarela sebagaimana diatur oleh ketentuan
Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999, sehingga permohonan Pemohon kontradiktif dengan Pasal
a quo dan oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, justru
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan
yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya



